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BAB I11

DASAR DEWAN SYARIAH NASIONAL MENETAPKAN FATWA
NOMOR 91/DSN-MUI/1VV/2014 YANG DI DALAMNYA
MEMBOLEHKAN SINDIKASI ANTARA
BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

A. Pembiayaan Sindikasi Sesama Bank dan atau Lembaga Keuangan
Syariah

Pada tanggal 2 April 2014, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani
1435 H, Dewan Syariah Nasional sebagai telah menetapkan fatwa nomor
91/DSN-MUI/IV/2014 yang berisi tentang pembiayaan sindikasi (at-Tamwil
al-Mashrifi al-Mujamma’).

Sindikasi adalah suatu pembiayaan bersama terhadap suatu objek
pembiayaan oleh beberapa lembaga pembiayaan, baik pembiayaan jangka
pendek, menengah maupun panjang dimana risiko pembiayaan ditanggung
bersama oleh lembaga pembiayaan pemberi pembiayaan®

Dalam ketetapan fatwa nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 disebutkan? :
Pertama : Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
1. Pembiayaan Sindikasi (al-tamwil al-mashrifi al-mujamma’) adalah akad
antara beberapa Lembaga Keuangan, baik antar sesama Lembaga

Keuangan Syariah maupun antar Lembaga Keuangan Syariah dengan

! Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori , Konsep, dan Aplikasi,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 29

2 DSN MUI, Fatwa 91/DSN-MUI/IV/2014, https://dsnmui.or.id/category/fatwa/page/4/
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Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai proyek
tertentu secara bersama-sama;

Entitas Sindikasi adalah kumpulan beberapa Lembaga Keuangan
Syariah, atau Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan
Konvensional, yang memberikan pembiayaan secara bersama kepada
nasabah;

Akad Jual-beli (al-bai') adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa
DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; Fatwa
DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/1V/2000 tentang Jual-Beli Salam; dan
Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSNMUI/ 1V/2000 tentang Jual-Beli
Istishna’;

Akad ljarah adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN MUI
Nomor: 09/DSN-MUII1V/2000 tentang Pembiayaan ljarah;

Akad ljarah Muntahiyyah bi al-Tamlik adalah sebagaimana dimaksud
dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/I11/2002 tentang al-ljarah
al-Muntahiyyah bi al-Tamlik;

Akad Musyarakah adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-
MUI Nomor: OS/DSN-MUI/1VV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
Akad Musyarakah Mutanagishah adalah sebagaimana dimaksud dalam
Fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah

Mutanagishah;
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8. Akad Mudharabah adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-
MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IVI2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
(Qiradh);

9. Akad Muzara 'ah adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik
lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari
pemilik lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai
nisbah yang disepakati;

10. Akad Mukhabarah adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik
lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari
penggarap lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap
sesuai nisbah yang disepakati;

11. Akad Musagah adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan
penggarap dalam rangka pemeliharaan tanaman agar tumbuh dan
berbuah secara baik yang hasilnya dibagi antara pemilik dengan
penggarap sesuai nisbah yang disepakati;

12. Akad Mugharasah adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan
penggarap dalam rangka penaman pohon keras di mana yang dipanen
adalah pohonya (bukan buahnya), yang hasilnya dibagi antara pemilik

lahan dengan penggarap sesuai nisbah yang disepakati.

Kedua : Ketentuan Hukum
Pembiayaan Sindikasi antara sesama Lembaga Keuangan Syariah atau antara

satu dan/atau sejumlah Lembaga Keuangan Syariah dengan satu dan/atau
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sejumlah Lembaga Keuangan Konvensional boleh dilakukan dengan

mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga Ketentuan Akad antara Sesama Peserta Sindikasi

Akad antara sesama peserta sindikasi dapat berupa:

1. Akad Mudharabah; para peserta sebagai pihak yang menyertakan modal
(shahibul mal); dan pihak Leader (Mudharib) hanya menyertakan modal
dalam bentuk keahlian/keterampilan usaha, tidak ikut berpartisipasi
dalam penyertaan modal (ra'sul mal);

2. Akad Musyarakah; peserta dan leader ikut berpartisipasi dalam
pengumpulan modal (ra'sul mal), dan di antara syarik ditunjuk (melalui
kesepakatan) sebagai leader; leader berhak memperoleh pendapatan/
penghasilan tambahan dengan akad tersendiri karena kedudukannya
sebagai pengelola;

3. Akad Wakalah; peserta sebagai muwakkil dan leader berkedudukan
sebagai wakil. Dalam hal akad yang dilakukan akad Wakalah bil Ujrah,

maka wakil berhak mendapatkan ujrah.

Keempat Ketentuan Akad antara Entitas Sindikasi dengan Nasabah

Akad antara Entitas Sindikasi dengan Nasabah dapat berupa:

1. Akad jual-beli (al-bai'), baik jual-beli musawamah (bai’ al musawamabh);
di mana harga ditentukan berdasarkan proses tawar menawar, jual-beli

murabahah (bai (al-murabahah), jual-beli salam (bai’ at-salami atau jual
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beli salam pararel (bai’ al-salam almuwazi), jual-beli istishna: (bai’ al-
istishna'i atau jual-beli istishna" pararel (bai al-istishna al-muwazi);
Akad sewa menyewa (ljarah) atau akad sewa-menyewa yang diakhiri
dengan pengalihan kepemilikan obyek sewa (al-ljarah al- Muntahiyyah
bi al-Tamlik);

Akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal usaha
(musyarakah tsabitah) atau akad kerjasama usaha di mana semua pihak
menyertakan modal usaha dan modal Entitas Sindikasi dialihkan secara
berangsur kepada nasabah lain (musyarakah mutanagishah );

Akad Kkerjasama usaha pertanian: a) muzara'ah, b) mukhabarah, c)

mugharasah, dan d) musagah.

Kelima Ketentuan terkait Rekening dan Dokumen Akad

1.

Dalam hal sindikasi dilakukan sesama Lembaga Keuangan Syariah, maka
rekening, dokumen kontrak serta dokumen-dokumen pendukung lainnya
boleh diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen;

Dalam hal sindikasi dilakukan antara Lembaga Keuangan Syariah
dengan Lembaga Keuangan Konvensional, maka harus menggunakan
rekening yang terpisah dan dibuatkan dokumen induk (perjanjian
bersama) yang kemudian dibuat dokumen untuk Lembaga Keuangan
Syariah tersendiri; dan dibuat pula dokumen khusus untuk Lembaga

Keuangan Konvensional secara tersendiri.
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Keenam :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisinan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui
lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

Ketujuh :
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan

sebagaimana mestinya.

Dari ketetapan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembiayaan sindikasi dapat dilakukan dengan sesama bank/lembaga
keuangan syariah dengan akad syariah

2. Pembiayaan sindikasi dapat juga dilakukan antara  bank/lembaga
keuangan syariah dengan bank/lembaga keuangan konvensional dengan
pengaturan yang khusus

3. Akad yang digunakan antara sesama peserta sindikasi adalah akad
mudharabah, musyarakah dan wakalah

4. Akad yang digunakan antara peserta sindikasi dengan nasabah adalah
akad jual beli, sewa menyewa, musyarakah (baik musyarakah tsabitah
maupun musyarakah mutanaqgisah), serta akad-akad dalam pertanian

(muzara’ah, mukhabarah, mugharasah dan musagah)
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5. Jika sindikasi dilaksanakan hanya oleh bank-bank/lembaga-lembaga
keuangan syariah maka semua dokumen sindikasi dapat dijadikan satu
dokumen

6. Jika sindikasi dilaksanakan oleh bank/lembaga keuangan syariah dengan
bank/lembaga keuangan konvensional maka dalam dokumentasi
administrasi sindikasi dibuat satu dokumen induk kemudian dibuat
dokumen terpisah antara bank/lembaga keuangan syariah dengan
bank/lembaga keuangan konvensional, rekening juga dibuat terpisah

7. Jika terjadi perselisinan antara peserta sindikasi maupun dengan nasabah
dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian

dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah

Dalam fatwa ini, disebutkan dengan jelas bahwa sindikasi dapat
dilakukan oleh sesama bank/lembaga keuangan syariah untuk membiayai
pembiayaan yang berjumlah besar yang mungkin akan melampaui batas
minimal pemberian pembiayaan bagi satu bank/lembaga keuangan syariah,
tetapi tidak menutup kemungkinan pembiayaan sindikasi juga dilakukan oleh
bank/lembaga keuangan syariah dengan bank/lembaga keuangan
konvensional.

Meskipun pembiayaan sindikasi sebelumnya belum pernah dilakukan
oleh umat Islam pada masa Rasulullah saw, tetapi dengan tetap menerapkan

akad-akad yang dibolehkan oleh syariah untuk penggabungan dana dalam
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pembiayaan, maka pembiayaan sindikasi dibolehkan menurut fatwa 91/DSN-
MUI/IV/2014.

Apabila pembiayaan sindikasi dilakukan oleh sesama bank/lembaga
keuangan syariah, maka tidak ada akad yang digunakan yang tidak syariah,
baik antara sesama peserta sindikasi atau antara peserta sindikasi/entitas
sindikasi dengan nasabah.

Dalam mekanismenya, beberapa bank/lembaga keuangan syariah,
menunjuk salah satu/beberapa bank/lembaga keuangan syariah untuk menjadi
arranger (leader) dalam pembentukan perjanjian sindikasi dengan nasabah.
Setelah arranger berhasil menunaikan tugasnya sampai penandatangan
perjanjian antara peserta sindikasi dengan nasabah, maka agent sindikasi
yang ditunjuk akan membuat rekening dan dokumen induk pembiayaan
sindikasi. Rekening induk tersebut akan menerima seluruh dana dari para
peserta sindikasi dan akan dialirkan kepada nasabah oleh agent, sedangkan
dokumen induk berisi dokumen kontrak dan dokumen pendukung lainnya
yang berhubungan dengan pembiayaan sindikasi yang dilakukan. Dalam
dokumen tersebut ditentukan besar modal dana masing-masing peserta
sindikasi dan pembagian hasil masing-masing. Agent juga akan menerima
pembayaran yang diberikan oleh nasabah kepada pemilik modal dan
mengalirkannya ke rekening masing-masing peserta sindikasi.

Antara sesama peserta sindikasi dapat menggunakan akad mudharabah,

musyarakah atau wakalah.
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Dalam akad mudharabah, peserta sindikasi menunjuk salah
satu/beberapa bank/lembaga keuangan syariah sebagai mudharib
berkedudukan sebagai leader, dengan mekanisme pemberi modal adalah
seluruh peserta sindikasi dan leader hanya bertugas mengurus pembentukan
sindikasi, pembiayaan dengan nasabah dan dengan usahanya tersebut, leader
(mudharib) akan mendapatkan bagi hasil dengan bagian tertentu.

Dalam akad musyarakah, salah satu pemilik modal adalah leader. Dia
bertindak atas nama dirinya sendiri dan atas nama peserta sindikasi. Dia akan
mendapatkan bagi hasil yang lebih dari peserta sindikasi lainnya karena
kedudukannya sebagai leader sebagaimana dituangkan dalam perjanjian
antara peserta sindikasi. leader bertugas membentuk sindikasi, membagi
pembayaran dana dari nasabah kepada para peserta sindikasi (termasuk
dirinya) berdasarkan perjanjian pembagian hasil yang didasarkan atas modal
yang disertakan masing-masing peserta.

Jika pembiayaan sindikasi menggunakan akad wakalah maka peserta
sindikasi bertindak sebagai muwakkal dan leader bertindak sebagai wakil.
leader akan mendapatkan upah/fee atas hasil usahanya dari muwakkal.

Keuntungan yang didapat dari sindikasi dengan sesama bank syariah
adalah :

1. Membiayai proyek-proyek besar yang sulit untuk dibiayai oleh satu
lembaga pembiayaan

2. Menyebar/membagi resiko pembiayaan
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3. Menggalang hubungan yang saling menguntungkan antara lembaga
pembiayaan

4. Untuk mengatasi adanya legal lending limit (BMPK)

5. Memperkenalkan peserta dalam pasar sindikasi sebagai lembaga
pembiayaan yang dapat bekerjasama dalam pembiayaan sindikasi
Dalam fatwa 91/DSN-MUI/IV/2014 di atas, disebutkan kebolehan

pembiayaan sindikasi antara bank/lembaga keuangan syariah dengan

bank/lembaga keuangan konvensional. Jika dalam syariat Islam pada zaman

Rasulullah saw sindikasi bank syariah dengan bank konvensional belum

diterapkan, maka yang menjadi acuan kiasan hukum adalah kerjasama antara

muslim dan non muslim khususnya dengan akad musyarakah.

Hukum Syirkah antara Muslim dengan Non Muslim
Para ulama figh memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan
hukum musyarakah antara muslim dan non muslim, ada yang mengatakan
boleh, ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan tidak boleh.
1. Pendapat Ulama Syafi’iyah
Menurut ulama Syafi’iyah, makruh hukumnya bermusyarakah
dengan non muslim, dengan alasan kaum non muslim menghalalkan riba

dan babi, disebutkan dalam kitab al-Muhadzdzab :

® Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori ,Konsep, dan Aplikasi,
h. 29
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Artinya : Makruh bermusyarakah antara muslim dan kafir berdasarkan
riwayat Abu Jamrah dari lbnu Abbas ra bahwasanya Beliau
berkata : Janganlah bermusyarakah dengan Yahudi, Nasrani
dan Majusi, aku tanya kenapa? Beliau berkata : karena mereka
menggunakan riba sedangkan riba tidak dihalalkan.

Disebutkan juga dalam kitab al Majmu -
SN ol s alusall IS o) g AN & Liy o alusall s S,
al G paiadl s aluall S o) " die & aday Gual) JE g cLaa
Yo S laa 5 Cipaiall g SIS ) g 0o S0
Artinya : Dimakruhkan bagi seorang muslim bermusyarakah dengan
seorang kafir sama adanya muslim itu yang memiliki
kemampuan mengelola harta atau hanya kafir itu saja atau
keduanya. Berkata al Hasan ra. : Jika adalah Muslim itu yang
dapat bertasarruf tidak makruh, jika adalah Kafir itu yang

dapat bertasarruf atau keduanya maka dimakruhkan.

Disebutkan dalam kitab al Raudhah al Tholibin :
6 °oT. - ¢ < IR NP M Ao yns s b
052’y LN Ga D s W Galy ¢ el ASLaa 5855
Artinya : Dimakruhkan bekerjasama dengan kafir dzimmy dan orang

yang tidak memelihara dirinya dari riba dan sejenisnya

* Abu Ishaq ibrahim ibn Ali Ibn Yusuf al Syairazi, Al Muhadzdzab fi Figh al Imam al
Syafi’i, juz 2 (Beirut : Dar al Kutub al limiyyah, t.th) h. 156

> Abu Zakaria Muhyi al Din Yahya Ibn Syarf AL Nawawi, A Majmu’ Syarh al
Muhadzdzab, juz 14 (Libanon : Dar al Fikr, t.th) h. 64

® Abu Zakaria Muhyi al Din Yahya Ibn Syarf al Nawawi, Raudhat al Thalibin wa ‘Umdat
al Muftiyyin, Juz 4, (Beirut : al Maktabah al Islamy, 1991), h. 275
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2. Pendapat Ulama Malikiyah
Ulama Malikiyah berpendapat membolehkan syirkah antara
muslim dan non muslim asalkan orang muslimlah yang mengatur
muamalahnya, agar teknis muamalah tersebut dapat terhindar dari riba
atau sesuatu yang diharamkan. Disebutkan dalam kitab al Mudawwanah,

pertanyaan kepada Imam Malik :
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Artinya : Aku berkata kepada Imam Malik : Apakah boleh Syirkah antara
Muslim dan Nasrani? Jawab beliau : tidak boleh, kecuali
bahwa ia (nasrani) tidak menjadi wakil atas transaksinya
(muslim) dan hanya muslim yang melakukan transaksi
seluruhnya, maka tidak apa-apa. Aku bertanya kepada Imam
Malik : apakah boleh muslim menyerahkan (urusan transaksi)
kepada orang Nasrani?, jawab Beliau : tidak apa-apa jika tidak
memerah khamar. Berkata Ibn al Qasim : Imam Malik
menginginkan dalam kata-katanya bahwa tidak boleh
mewakilkan transaksi kecuali di bawah pengawasan orang
muslim. Berkata Imam Malik : Aku tidak suka laki-laki
muslim yang membayar hasil usahanya kepada nasrani dan
janganlah mengambil orang muslim dari hasil usaha orang
nasrani.

Kemudian disebutkan dalam kitab al Mawahib al Jalil :

" Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn ‘Amir al Ashbahi al Madani, Al Mudawwanah, Juz 3,
(Beirutt : Dar al Kutub al llmiyyah, 1994), h. 99
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Artinya : Dan tidak sah bagi muslim bermusyarakah dengan dzimmi
kecuali tidak melewatkan dzimmy itu atas jual beli, dan

pemutusan sesuatu kecuali di hadapan muslim

3. Pendapat Ulama Hanafiyah
Ulama Hanafiyah tidak membolehkan musyarakah muslim dengan
non muslim terutama dalam bentuk syirkah al mufawadhah, karena
dalam syirkah al mufawadhah, para pelaku syirkah harus memiliki
Kriteria yang sama, salah satunya beragama yang sama.
Menurut Sayyid Sabiqg ada beberapa syarat dalam syirkah
mufawadhah, yaitu :°
1. Jumlah modal masing-masing sama, jika beda maka tidak sah
2. Memiliki kewenangan bertindak yang sama, sehingga tidak sah
syirkah anak kecil dan orang dewasa
3. Agama yang sama, sehingga tidak sah syirkah muslim dan
nonmuslim
4. Masing-masing pihak dapat bertindak menjadi penjamin bagi yang

lain atas apa yang dibeli atau dijual

® Syamsu al Din Abu Abdullah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abdu al Rahman al
Tharablisi al Maghribi, Mawahib al Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil , cet 3, juz 5, (Libanon : Dar
al Fikr, 1992), h.118

° Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron lhsan dan Sapiudin Shidig, Figh Muamalat, (Jakarta :
Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 132, lihat juga Sayyid Sabiq, Figh al Sunnah,
(Libanon : Dar al Fikr, 1983), h. 231
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Mengenai ketidakbolehan musyarakah al mufawadhah antara
antara orang muslim dan kafir menurut ulama Hanafiyah adalah karena
orang kafir seperti halnya kafir zimmi berniaga dengan perniagaan yang
tidak dibolehkan bagi kaum muslimin, seperti menjual minuman yang
memabukkan dan babi, akan tetapi menurut Abu Yusuf, dibolehkan
musyarakah al mufawadhah antara orang muslim dan kafir karena sama
kedudukannya sebagai orang yang ahli dalam perwakilan dan
penjaminan.’

Kemudian disebutkan dalam kitab Matan Bidayah al Mubtadi’ :

GAU\UMUAJS\JJMU\G@M}M\ASJ“LA\A
5523 A glaal) A0l V) 28 VG Lagiun s Lagh yua ‘-A«J\-A
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Artinya : Adapun syirkah al mufawadhah yaitu dua orang yang
berserikat, keduanya sama dalam harta, sama tasharrufnya
dan sama agamanya. Tidaklah mengadakan perjanjian kecuali
dengan lafazh al mufawadhah. Maka boleh antara dua orang
merdeka yang dewasa baik keduanya orang muslim atau
keduanya kafir dzimmy, Dan apabila salah satu darinya ahli
kitab atau yang lainnya beragama majusi. Yang demikian
boleh adanya. Tidak boleh antara orang merdeka dan budak,
tidak boleh antara bayi dan yang telah baligh, tidak boleh
antara muslim dan kafir. Tidak boleh antara dua hamba, dan
tidak antara dua bayi, dan juga tidak antara dua hamba,
mengadakan perjanjian perwakilan dan jual beli.

19 Wahbah Ibn Mustafa al Zuhaily, al Figh al Islami wa Adillatuh, h. 3897

11 Ali 1bn Abu Bakar Ibn Abd al Jalil al Farghoni al Marginani, Abu Hasan Burhan al Din,
Matan Bidayatul Mubtady fi Figh al Imam Abi Hanifah, Juz 1 (Kairo : Muhammad Ali Sobah,
t.th) . h. 126
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4. Pendapat Ulama Hanabilah
Ulama Hanabilah memiliki dua pendapat tentang hukum musyarakah
antara muslim dan non muslim, yaitu :
a) Boleh

Disebutkan dalam kitab a/ Mubdi’ tentang syirkah:

LA@A)i’*u‘-’*(u\-w‘ A i u‘) leda s imas 8 Al ()5
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Artinya : dan telah berbeda pendapat pada sebahagian syarat-
syaratnya (terhadap dua orang yang bersyarikat), sama ada
keduanya muslim atau salah satu dari keduanya muslim,
dan tidaklah makruh musyarakah ahli kitab jika orang
muslimlah yang mengelolanya berdasarkan nash atas
pelarangannya oleh Nabi Muhammad saw tentang
musyarakah dengan yahudi atau nasrani kecuali jual
belinya dipegang oleh yang muslim, diriwayatkan oleh al
Khallal dengan sanadnya dari Atho, dan dimakruhkan oleh
al Ajazy. Dan diriwayatkan dari lbnu Abbas, dan kami
tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di kalangan
sahabat, karena harta mereka (Yahudi/Nasrani) tidaklah
toyyib/baik, karena mereka menjualbelikan khamar dan
melakukan riba, seperti halnya Majusi.

b) Makruh

Disebutkan dalam kitab al Mughni :

12" 1brahim Ibn Muhammad Ibn Abdullah 1bn Muhammad Ibn Muflih, Abu Ishag, Burhan
al Din, al Mubdi’ fi Syarh al Migna’, Juz 4, (Beirut : Dar al Kutub, 1997), h. 356
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Artinya : Harta orang Yahudi dan Nasrani bukanlah harta yang toyyib
(baik), karena mereka menjualbelikan khamar dan
bermuamalah dengan riba, maka makruhlah bermuamalah
dengan mereka, pendapat kami adalah sebagaimana yang
diriwayatkan al Khallal dengan sanadnya dari ‘Atho telah
berkata : Rasullullah saw melarang bermusyarakah dengan
Yahudi dan Nasrani, kecuali jual belinya di lakukan oleh
orang muslim. Dan sebab makruhnya transaksi di lakukan
oleh keduanya (yahudi dan Nasrani) adalah karena mereka
bermuamalah dengan riba dan menjualbelikan khamar dan
babi.

Dari perbedaan pendapat ulama tersebut, bahwa hukum musyarakah
antara muslim dan non muslim pada dasarnya dimakruhkan karena ada
kekhawatiran adanya harta yang tidak halal karena non muslim
menghalalkan riba yang diharamkan kaum muslimin, namun dibolehkan
jika muslimlah yang mengelolanya. Khusus pada syirkah al
mufawadhah, syirkah antara muslim dengan non muslim tidak

dibolehkan.

3 Abu Muhammad Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ahmad bin Qudamah, Al Mughni, Juz
7, (Riyadh :Dar ‘Alam al kutub, 620 H), h. 119-110
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C. Analisis tentang Dasar Hukum Sindikasi antara Bank/Lembaga Keuangan
Syariah dengan Bank/Lembaga Keuangan Konvensional

Dalam fatwa 91/DSN-MUI/IV/2014 di atas, disebutkan kebolehan
pembiayaan sindikasi antara bank/lembaga keuangan syariah dengan
bank/lembaga keuangan konvensional. Jika dalam syariat Islam pada zaman
Rasulullah saw sindikasi belum diterapkan, maka yang menjadi acuan Kiasan
adalah kerjasama antara muslim dan non muslim khususnya dengan akad
musyarakah.

Dari hasil wawancara tertulis dengan narasumber dari unsur ulama
DSN MUI, dasar hukum kebolehan sindikasi dengan bank/lembaga keuangan
syariah adalah hanya sebagaimana tertuang dalam pertimbangan fatwa.

Dasar hukum pembolehan pembiayaan sindikasi antara sesama
bank/lembaga keuangan syariah sebagaimana disebutkan dalam fatwa adalah:
1. Al Qur’an

Ada 2 (dua) ayat dalam al Qur’an yang dipergunakan sebagai dasar
kebolehan sindikasi dalam fatwa tersebut, yaitu :

a. QS. Shad [38]: 24:

TR N (T AT At B (R A AR AT
gl Al Y/l/ué-’u e V'}M’u Ls’f’”*‘J ¢ Uald| e | S Q/l)
LA R
...vﬁu‘uﬂ*/ngl_,a.]:' /‘ H,J.n&/ 9

Artinya : " Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang

bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada
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sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan

amal saleh: dan amat sedikitlah mereka ini .... "**

b. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

z
-85

T L gme o /“,Ea _ .4.0

BRIV [ P P Rt PR T [ i
Artinya : "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu .... "%
“Al Khulatha” yang disebutkan dalam surah shad ayat 24, walaupun
secara harfiah bermakna orang-orang yang bercampur, menurut Tafsir

Jalalain memiliki makna (<) yang berarti orang-orang yang

bersyarikat.'® Hal ini menunjukkan bahwa muamalah dengan cara
mencampurkan harta/modal adalah muamalah dengan bentuk
musyarakah. Namun dalam akad musyarakah yang dilakukan oleh orang
yang Dbersyarikat kebanyakan berbuat zalim kepada patner
musyarakahnya kecuali orang yang beriman dan beramal shaleh yang
jumlahnya lebih sedikit.

Sedangkan ayat yang kedua dalam surah al Maidah ayat 1 berupa

perintah kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi/menepati

 Mujamma’ Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba’at al Mush-haf
asy-Syarif, 41 Qur’an dan Terjemahnya, (Madinah : Mujamma’ Khadim al Haramain asy
Syarifain al Malik Fahd li thiba’at al Mush-haf asy-Syarif, 1412 H), h. 735-736.

® 1pid, h. 158

16 Jalaluddin Muhamad Ibn Ahmad al Mahalli, dkk, Tafsir al Qur’an al Adzhim li al
Imamain al Jalalain, juz 1, (tt : al Haramain, 2005), h. 36
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akad-akad muamalah yang telah dibuat. Akad dalam ayat ini bermakna
janji-janji yang terikat antara manusia dengan Allah swt, atau antara
manusia dengan sesama manusia.l’ Termasuk janji tersebut adalah
perikatan/kesepakatan untuk melakukan akad musyarakah antara sesama
manusia.

Kedua ayat ini digunakan sebagai dasar hukum kebolehan akad
musyarakah, namun bersifat lebih umum dan tidak menyebutkan
sindikasi secara khusus, apalagi menyebutkan hukum mengenai sindikasi
antara bank syariah dengan bank konvensional.

2. Hadis Nabi s.a.w.

Hadits adalah dasar hukum syariat yang diambil dari Nabi

Muhammad saw, baik dari perkataan, perbuatan maupun persetujuan

Beliau. Mahmud Ath-Thahan mendenifisikan hadits yaitu :

\ﬁ)ﬁ}\mj\d)égts;\yehqum\‘guagemgmgu
“Sesuatu yang datang dari Nabi, baik berupa perkataan atau perbuatan
dan atau persetujuan.’®

Ada 2 (dua) hadits Nabi Muhammad saw yang dimuat sebagai

dasar hukum kebolehan sindikasi dengan akad musyarakah dalam fatwa
tersebut, yaitu :
a. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w.

berkata:

" Ibid, h 94
'8 Abdul Majid Khon, Ulumul Hadist, (Jakarta : Amzah, 2015), h. 3
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BA \J\é c?x;;meA;\ u;_a(duuﬁ.\)ml\ ujl_\l_a\ orY & u\
Artinya : "Allah s.w.t. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua
orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak
mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah
berkhianat, Aku keluar dari mereka. " (HR. Abu Daud,

yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah);

Hadits ini diambil dari kitab Sunan Abu Daud hadits ke 3383 dengan
bunyi sanad lengkap :
cuGJSJ\ ‘o daas WS c:,_m.\.».AAM uLA.’Aiu PR E
O 8 ik o 08 02 G e 2
138 dalin LAl A5 a0 L (&, )l &6 G- 58 &

- 8-

19\.4@4.\4un&.1;);4.1\$

Hadits tersebut menurut kajian kebahasaan:
2. o8 Ca U

Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bermitrausaha.
Maksudnya: “Aku (Allah) akan selalu menyertai keduanya dengan
memberikan pertolongan, bimbingan dan berkah terhadap perniagaan

keduanya”

b, 4alia Laial 343 1L

1% Abu Daud Sulaiman bin Al Ats ats alAzdi al Sijistani, Sunan Abu Daud, juz 5, (Beirut :
Dar al Risalah al Amaliyyah, 2009), h. 265-266
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Selama salah seorang dari kedua pihak yang bermitrausaha itu
tidak mengkhianati mitrausahanya, dengan berbagai bentuk
pengkhianatan yang berpotensi merugikan atau berakibat pada

kerugian mitra usahanya.

Jika salah seorang dari keduanya berkhianat, dengan
(misalnya) berbuat curang atau melakukan manipulasi yang berpotensi

atau berakibat pada kerugian mitrausahanya.
d. lagii e i 0A

Aku (Allah) pasti akan keluar (maksudnya membiarkan
dengan tidak memberikan pertolongan, bimbingan dan berkah) kepada
kemitrausahaan keduanya.

Maksud hadis di atas adalah apabila dua pihak melakukan akad
(kontrak) kemitrausahaan dengan berbagai macam bentuknya, maka
Allah akan memberikan dukungan penuh kepada kedua pihak tersebut
selama keduanya memegang amanah masing-masing dan tidak
mengkhianati janjinya. Bila salah seorang dari keduanya tidak memiliki
komitmen lagi terhadap (isi) perjanjian yang telah disepakati dalam akad
(kontraknya), maka Allah akan berlepas diri dari kemitrausahaan
keduanya, dengan mencabut kepedulian-Nya untuk mendukung usaha
mereka. Sehingga usaha mereka selamanya tidak akan mendapatkan

pertolongan, bimbingan dan barakah-Nya.
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Maka, berdasarkan sumber hukum diatas maka secara ijma para

ulama sepakat bahwa hukum syirkah yaitu boleh. Makna Hadits itu ialah

bahwa  Allah  bersama  keduanya dalam  pemeliharaannya,

pengawasannya, dalam bantuan dan pertolongan kepada keduanya dalam
pengembangan harta keduanya dan Allah menurunkan berkah pada
perdagangan keduanya. Apabila terjadi pengkhianatan salah satu dari
keduanya, maka akan dicabut berkah dari harta keduanya. Jadi dalam
hadits tersebut terkandung anjuran kerjasama tanpa ada pengkhianatan
serta ancaman Allah terhadap orang yang mengadakan persekutuan yang
terdapat pengkhianatan antara kedua belah pihak.

Adapun yang pelajaran yang terkandung dalam hadis tersebut
antara lain:

1. Kerja sama dalam usaha bisnis adalah suatu usaha terpuji dan
diridhai oleh Allah.

2. Allah memberikan berkah kepada orang yang suka bersekutu dalam
usaha bisnis selama semua orang yang bersekutu itu sama-sama
ikhlas, jujur, dan rukun.

3. Orang yang menghianati temannya dalam persekutuan usaha itu

dibenci oleh Allah.

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:
dala JaT 5 A a1 ¢ allal) G s Al
LA Ja0 51 3R A lata V) aagh o)l e & sallually,
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Artinya : "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk
mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram;dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin
'Auf);

Hadits ini diambil dari Kitab Hadits Sunan at Tarmizi (hadits ke 1352

dengan bunyi sanad lengkap :

-0\ chsssd\ )ALc y\ G -0 ‘JJAX\ GL: O u.m;l\ B
uccu\uccu_ud\ujcqufcuqan\muq)aﬁuh
G 3wl duesu}ua \‘;‘amdyuu\ E
S G sallally (A Ja 5 oA PumY\ UMLMM
u\j;ij;\j\ c‘zU; Ua).u‘ﬁ\ r-.g_laj
20 Zoala (i RIVEFQET
Hadits tersebut menyiratkan bahwa kaum muslimin dapat
bermusyawarah atau melakukan kesepakatan asalkan kesepakatan
tersebut tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang
halal, serta anjuran untuk mematuhi dan menghargai kesepekatan
tersebut.
Dalam musyarakah, terjadi kesepakatan antara dua atau beberapa

pihak dalam permodalan, usaha dan pembagian keuntungan. Apapun

bentuk kesepakatan usaha tersebut tidak dilarang asalkan tetap di jalur

20 Apu Isa Muhammad bin Isa at Turmudzi, al Jami’ul Kabir Sunan at Turmuzi, jilid 3,
(Beirut : Dar al Gharb al Islamy, 1996) h. 27
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syariat dengan tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan
yang halal.

Kedua hadits di atas membahas tentang musyarakah dan
kesepakatan antara kaum muslimin. Hadits yang pertama menekankan
kejujuran dalam kerjasama dan hadits kedua menekankan bentuk
kesepakatan yang dibolehkan dalam kesepakatan sesama muslim, yaitu
kesepakatan dalam hal yang halal dan tidak kepada yang haram.

Sindikasi dengan sesama bank syariah adalah bentuk kesepakatan
dalam muamalah yang dibolehkan. Sindikasi sesama bank syariah dapat
merujuk kepada kedua hadits tersebut, tetapi sindikasi antara bank
syariah dengan bank konvensional tidak disebutkan dalam hadits
tersebut. Selama tetap berpendapat bahwa bunga bank pada bank
konvensional adalah riba yang diharamkan dan kerjasama dengan bank
konvensional tidak mengubah pendapat tersebut maka tidak apa-apa
karena tidak menghalalkan yang haram, hanya membentuk sebuah

kerjasama.

Tagrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh
masyarakat pada saat itu;

Tagqrir artinya persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW.
terhadap perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat beliau.

Persetujuan atau ketetapan Nabi ini biasanya melalui cara diam,
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tersenyum atau bicara langsung dengan membenarkan atau memuji
sahabat tersebut.

Syirkah/Musyarakah (Perkongsian) hukumnya ja’iz (mubah),
berdasarkan dalil Hadits Nabi Muhammad Saw berupa tagrir
(pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai
nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara ber-
syirkah dan Nabi Saw membenarkannya.

Sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional tidak
ditemukan di zaman Nabi saw, namun yang ditemui hanya bentuk

muamalah antara orang muslim dan kafir.

Ijma’/Konsensus Ulama
Dalam fatwa tersebut disebutkan Ijma’ Ulama tentang kebolehan
musyarakah, yang berarti para ulama sepakat bahwa musyarakah
dibolehkan secara umum.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al Mughni, telah berkata:
#1530 8RN )5 calaal)l 348530 e e gl xadls
":5:321‘\34&
Artinya : "Kaum muslimin telah berkonsesus terhadap legitimasi

musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan

dalam beberapa elemen darinya.”

109

2L Abu Muhammad Abdullah I1bn Muhammad Ibn  Ahmad bin Qudamah, Al Mughni, h.
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Dari Ijma’ ini, menunjukkan bahwa memang musyarakah itu ada
dan dibolehkan oleh para ulama, tetapi ada perbedaan pendapat ulama di
bagian-bagian tertentu, baik mengenai syarat, rukun, jenis, maupun
elemen-elemen lainnya, termasuk jika bank syariah bersindikasi dengan

bank konvensional.

4. Kaidah fikih :

Kaidah fighiyyah sebagaimana yang didefinisikan Tajuddin al Subky
adalah :

2 4 LgalSal agii 3 i il ja dgle (Guhaiy 531 SN 1Y) 4
Artinya : “Yaitu perkara yang bersifat kully (universal) yang banyak

persoalan juz’i (bagian) yang dapat diaplikasikan padanya,
dimana hukum-hukum juz’i (bagian) tersebut dapat dipahami
darinya”

Dari keumuman kaidah fighiyyah, banyak yang kemudian digunakan
sebagai istinbat hukum persoalan-persoalan yang khusus, dan kaidah ini
adalah kaidah yang paling banyak digunakan untuk menjadi dasar hukum
muamalah, apalagi terhadap bentuk-bentuk muamalah yang menjadi
berkembang atau bertransisi menjadi bentuk akad yang baru, termasuk
jenis muamalah sindikasi yang tergolong baru dan hasil dari

pengembangan muamalah jenis musyarakah.

h 10

22 Tajuddin al Subky, al Asybah wa al Nazha'ir (Beirut : Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1991),
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Adapaun kaidah fighiyyah yang digunakan sebagai pertimbangan

fatwa ini adalah :
e ad e daly Jay o) W) daly) cdlalaall 8 Jual

Artinya : "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Pengertian kaidah ini adalah kaidah dalam semua muamalah yang
terjadi di antara pihak yang bertransaksi adalah halal dan mubah secara
umum, sehingga semua bentuk muamalah yang belum ada atau telah ada
terdahulu, pada pokoknya boleh, kecuali ada dalil yang shahih dan jelas
melarangnya, sehingga keluar dari pokoknya dengan dalil dan diberi
hukum lain di luar hukum pokok. Apabila tidak ada dalil yang
melarangnya, maka ia berlaku sesuai pokok, yaitu boleh. Oleh karena itu
semua transaksi muamalah boleh, terkecuali kalau transaksi itu ada unsur
zhalim, unsur penipuan, riba dan judi.?®

Dalam dasar hukum utama yaitu al Qur’an dan Hadits tidak ada
ayat atau hadits yang melarang/mengharamkan sindikasi, khususnya
sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional yang disebutkan
secara jelas, sehingga berdasarkan kaidah ini, maka sindikasi tersebut
boleh dilakukan.

Adapun sumber ditetapkannya kaidah ini adalah®* :

2 Fathurrahman Azhari, Qawaid Fighiyyah Muamalah, Cet.1, (Banjarmasin : Lembaga
Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2014), h. 124

2 pid., h. 121-123
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- Al Qur’an surah al Baqarah ayat 29 :

Z >
s F AR g - g 2@ <

o S5 Ll J) 55T 5 Gar VT3 G (ST T3l il

8

- w 2 2 C s
(F/g\x\j e - /C'J‘/‘
Dl 2l S5m0 e

Artinya : “ Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi
untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu
dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui

segala sesuatu.”?

- Al Qur’an surah al Maidah ayat 87 :

~ &

RPEERN Y5 oS0 AN J51 T el 15052 ¥ 10 il Gl

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan
apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan
janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”®

- Hadits riwayat al Baihaqi dari Ubaid bin Amir

% Mujamma’ Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba’at al Mush-haf asy-
Syarif, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 13.

% ibid., h. 176
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S JAT G ) Oal Y T ALy adle s i i 05l O
TS 88 A0A LY DAl Y s

Artinya : “Telah bersabda Rasulullah saw, Bahwasanya aku tidak
menghalalkan apa yang dihalalkan Allah Ta’ala dalam

kitabNya dan tidak mengharamkan kecuali apa yang

diharamkan Allah Ta’ala dalam kitabNya.”

- Hadits riwayat Baihaqgi dari Abu Darda

Al ERL GG EIOA 5ed ana Ly (YA b alliS i 0l
#ud (Kl dl (B Ale ) (e 15180 dale 48

Artinya : “Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa-apa
yang diharamkan Allah adalah haram dan apa-apa yang
didiamkanNya adalah dimaafkan. Maka terimalah dari
Allah pemanfaatanNya, sesungguhnya Allah itu tidak
melupakan sesuatupun”

- Hadits riwayat Muslim dari Anas ra :
2038153 el aled a3l
Artinya : “Kamu sekalian adalah lebih mengetahui dengan urusan

keduniaanmu”

2" Abu Bakar al Baihagi, Sunan al Kubra, juz 7, (Beirut : Dar al Kutub al IImiyyah, 2003),
h. 120

%8 |bid, juz 10, hal 21

2% Abu al Husain Muslim al Hajjaz al Qusairy al Naisabury, Shahih Muslim, (Riyadh : Dar
Taibah li al Nasri wa al Tauzi’, 2006), h. 1115
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Kaidah ini digunakan sebagai dasar hukum bolehnya sindikasi
dan dapat digunakan sebagai kaidah kebolehan sindikasi antara bank
syariah dengan bank konvensional karena bersifat umum, yaitu karena
tidak adanya hukum yang jelas disebutkan dalam al Qur’an atau Hadits
tentang kehalalannya atau keharamannya maka kembali kepada hukum

asal yaitu boleh.

5. Pendapat para ulama

a.. Pendapat’ Atha', Thawus, dan Mujahid:
e G& 06 il Be ol o pall e (S A
OS] ¢G50 oa seall 3853 & 5h K Salas s (uitas
0zl 215 (08 sl sh ALl

Artinya : "Waki' menjelaskan (haddatsana) kepada kami, dari al-
Hasan bin Shalih, dari Laits. Dia berkata, ", Atha, Thawus,
dan Mujahid melarang kerjasama/syirkah (antara muslim)
dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, kecuali jika
pihak muslim (syarik) yang mengawasi (transaksi) beli
dan jualnya.™;

Pendapat ulama ini memberikan makna bahwa sesungguhnya
kerjasama dalam bentuk syirkah dilarang antara orang muslim dengan
non muslim (Yahudi/Nasrani). Pendapat ini mewakili pendapat ulama
yang berpendapat bahwa larangan tersebut didasari oleh kekhawatiran

orang muslim dalam bertransaksi dengan non muslim yang tidak

%0 Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Abi Syaibah al ‘Absy, Al Mushannaf li
Ibni Abi Syaibah, Juz 7, (Kairo : Al Faruq al Haditsah li at Toba’ah wa al Nasri, 2008), h. 81
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diketahui bagaimana hukum halal dan haramnya harta mereka, namun
pendapat ini lebih terbuka untuk membangun kerjasama dengan non
muslim dengan syarat orang muslim lah yang mengawasi transaksinya
agar tetap sejalan dengan syariat Islam.

Meskipun hanya pendapat Atha', Thawus, dan Mujahid yang
disebutkan dalam fatwa nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 ini, namun
sebenarnya dalam kitab al Mushannaf li Ibni Abi Syaibah ini ada
beberapa pendapat ulama lain yang tidak membolehkan atau
memakruhkan atau membolehkan kerjasama musyarakah dengan non
muslim, yaitu :

1. Perkataan Ibnu Abbas kepada Abu Hamzah :

el bl ail g aial) ol W Sl o) 1 sl (Y 8
uﬁd\sm};ﬁijpwga%u@hﬁ‘yd\é@\}m}\}

B VLol 05 ety € ol

Artinya : Aku berkata kepada Ibnu Abbas : bahwa seorang laki-
laki menjual kambing dan ia bermusyarakah dengan
Yahudi dan Nasrani, maka berkata Ibnu Abbas :
janganlah bermusyarakah dengan Yahudi, Nasrani dan
Majusi, aku bertanya : Kenapa? Jawab Ibnu Abbas :
karena mereka melakukan riba, sedangkan riba tidak
dihalalkan.

2. Perkataan Atho’ :

% Ibid, h. 80
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32 LK Jia agd | slad

Artinya : Janganlah bermusyarakah dengan orang Yahudi dan
Nasrani, dan jangan biarkan mereka lewat melalui
kamu ketika kamu sedang sholat, maka jika mereka
melakukan itu maka mereka seperti seekor anjing

Perkataan Hasan ;
(,LMS\ BEEN @\)mﬂ\qu}ﬁs\asﬁugdﬁ@gu

Artinya : Bahwasanya tidak apa-apa bermusyarakah dengan
Yahudi dan Nasrani jika Muslimlah yang mengawasi
jual dan belinya

Perkataan al Dohhak :
sl s Ll A (8 ety 524

Artinya : Tidaklah baik bermusyarakah dengan non muslim pada
pertanian dan janganlah berjual beli (yang tidak
diawasi) dengannya karena musyrik (non muslim) itu
menghalalkan riba pada hutang piutangnya dan
memberikan harga pada babi;

32 1pid,

* Ibid, h. 80-81
% Ibid, h. 81



123

Perkataan Ibas bin Mu’awiyah :
3 Jlally Jans i€ 131 1yl 5 (53 5l AS iy Y

Artinya : Tidak apa-apa bermusyarakah dengan Yahudi dan

Nasrani jika berkaitan dengan harta

Yang dapat diambil kesimpulan dalam pendapat-pendapat ini

adalah :

1.

Non Muslim (Yahudi, Nasrani dan Majusi) pada umumnya
menghalalkan riba dan babi, sedangkan kaum muslim
mengharamkannya, sehingga berdampak pada keharaman harta
kaum non muslim tersebut serta bentuk muamalahnya.

Pada dasarnya banyak ulama yang tidak membolehkan
bermusyarakah dengan non muslim karena harta mereka tidak
diamin kehalalannya (karena mereka menghalalkan riba)

Boleh melakukan musyarakah dengan non muslim, tetapi orang
Islam yang mengawasi transaksinya, dan transaksi tetap
dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dan menurut aturan Islam
Boleh melakukan musyarakah dengan non muslim hanya pada
urusan harta.

Syirkah antara muslim dan non muslim pada pernyataan tersebut

dikiaskan/diserupakan dengan syirkah antara bank syariah dengan

bank konvensional dalam hal kesamaan sistem dan kedudukan hukum

halal dan haram objek transaksinya. Jika menurut pendapat ini, maka

* 1bid
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syirkah dalam bentuk sindikasi antara bank syariah dengan bank
konvensional dibolehkan dengan syarat bank syariah lah yang menjadi
leadernya sebagai pihak yang mengatur dan mengawasi proses
sindikasi  tersebut, dan bank konvensional seharusnya juga

menggunakan akad dan sistem syariah.

b. Penjelasan Ibnu Qudamah tentang bolehnya pembiayaan sindikasi
(altamwil al-mashrifi al-mujamma'i) dengan syarat terhindar dari riba
dan akad yang batil sebagaimana disandarkan kepada ulama Syafi'iah,

Malikiah, Hanabilah, dan Ahnaf;

Pendapat ini diambil dari kitab al Mughni Ibnu Qudamah®® . Pendapat
ini bermakna membolehkan sindikasi dengan asalkan dengan sistem
yang terhindar dari riba dan akad yang batil. Jika bank syariah
bersindikasi dengan bank konvensional dengan akad musyarakah
maka dengan akad tersebut dibolehkan karena akad musyarakah
dihalalkan dalam syariat dan musyarakah tidak menimbulkan riba. Ini
seperti mewajibkan bank konvensional juga wajib menggunakan akad
musyarakah jika bersindikasi dengan bank syariah.

Dalam kitab al Mughni disebutkan dasar kebolehan tersebut :

% 1bnu Qudamah adalah seorang imam, ahli figih dan zuhud dengan nama lengkap Asy
Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah
al Hanbali al Magqdisi. Dilahirkan tahun 541 H di Desa Jamma’il, dekat Baitul Maqdis dan wafat
pada tahun 629 H. Beliau pengarang kitab al Mughni Syarh Mukhtasar al Khiragi, Kitab figih
terkenal beraliran mazhab Hanbali.
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) e - ) Il ey 1 slae B conlildy SAD 55
S50 &8 ) (Gl (oo sl 385 G - Al aile
sdlalas ey 1518 L da1 08 3 300 55 | il gy 2015

37 St 0o 2§y so- v
nsially el any ey
Artinya : “Diriwayatkan dari al Khallal, dari Atho berkata : Rasulullah
saw melarang bermusyarakah dengan orang Yahudi dan
Nasrani, kecuali sistem jual beli (dalam musyarakah)
tersebut diatur oleh orang muslim”, karena sebab
kemakruhan tersebut adalah karena muamalah mereka

(yahudi dan nasrani) ada menggunakan riba, jual beli
khamar dan babi.”

Selanjutnya Ahmad bin Hanbal mengatakan hal tersebut makruh
dengan mengatakan :
cailalany 43hlAa Caal L 108 (Allalaay A5 Laa 5 8 2l Gb
Y A8 U8 Y 128 O s O8I0 Badl ¥ L Padlg A
Artinya : Sesungguhnya Ahmad memakruhkan musyarakah dan
bermuamalah dengannya (dengan Yahudi/nasrani) dengan
berkata : Aku tidak menyukai bercampur dan
bermuamalah dengannya karena mereka menghalalkan
apa yang tidak dihalalkan ini. Berkata Hanbal : Kata
pamanku : janganlah bersyarikat dengannya atau
bermudharabah.

Dan pengarang kitab al Mughni ini berkata di akhir pembahasan

tentang syirkah dengan Yahudi atau Nasrani bahwa pada dasarnya

37 Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin  Ahmad bin Qudamah, Al Mughni, h.
115

3 Ibid, h. 116
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perbuatan tersebut sah karena tasarrufnya shohih, tetapi lebih disukai

jika tidak dilakukan.

. Ketentuan Ma 'asyir Syari 'iyah (Sharia Standards AAOIFI):

Ma ‘'asyir Syari ‘iyah (Sharia Standards AAOIFI) adalah
Standar-standar muamalah syariah yang digunakan dan menjadi
pedoman dalam sistem ekonomi negara-negara berbasis syariah di
Timur Tengah yang ditetapkan oleh Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Jika di
Indonesia ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN MUI) sebagai pencetus fatwa-fatwa dalam ekonomi syariah di
Indonesia maka AAOIFI adalah lembaga/organisasi yang membuat
fatwa tersebut dalam bentuk standar-standar yang dipedomani secara
internasional. Standar Syariah ini banyak dijadikan sebagai dasar
pertimbangan penetapan fatwa DSN MUI dalam masalah ekonomi
syariah.

Dalam ketentuannya mengenai sindikasi (al-tamwil al-mashrifi
al-mujamma ') dalam standar ke-24 Standar Syariah (al-Ma 'ayir asy-
Syar'iyyah), AAOIFI membuat 11 pernyataan dan standar dan
terhadap sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional di
sebutkan dalam standar 24-5, dengan sub bagian 1 sampai sub bagian
5, namun yang disebutkan dalam pertimbangan fatwa hanya 3

subbagian, yaitu sub bagian 1, 2 dan 5, yaitu :
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Sub Bagian 1 :
Al s sal) s aanall 8 el Jy sl oy o JuaaY)
392,00

"Pada prinsipnya pembiyaan sindikasi (hanya) boleh dilakukan
Antarlembaga Keuangan Syariah."

Sub Bagian 2 :
S saill 8 s 5l pa Tpaaliil) o giall &l i) (g Lo aila
A0e 5 yaall L)

"Tidak ada larangan secara syariah untuk mengikutsertakan bank

konvensional dalam kerjasama pembiayaan sindikasi, dengan syarat

kerjasama dan pembiayaan sindikasi dilakukan sesuai dengan prinsip
dan ketentuan syariah."

Sub Bagian 5 :

Al i 5 (e ganall b jemall Jy gaill i (e aila

6 AY) Aaal) ingb\jajﬂww@)u\

O oeadll oyl 40285 (3 jhay (5 AT A (e A 5as

oL Lale clagia JS3 Hla) 93008 4y Hla ¢ by gadl) Cibilies

O sle 4illpenn s Lo 5k ol (g sl ol Y 5l Y]
414_’ E
de

% AAOIFL, al Ma’asyir al Syar’iyyah, (tt : AAOIFI, 2017), h. 642
“0 Ibid.
* 1bid, h. 643
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"Tidak ada larangan (secara syariah) mengenai pemberian pembiayaan
perbankan secara sindikasi oleh Lembaga-lembaga Keuangan Syariah
untuk sebagian porsi dari satu proyek sementara porsi yang lain
dibiayai oleh pihak lain dengan cara-cara yang konvensional dengan
syarat rekening dan lead manager antara kedua tipe pembiayaan
tersebut dipisahkan mengingat bahwa transaksi ribawi (sistem bunga)
diharamkan/dilarang secara syariah; dan tanggungjawab perbuatan
ribawi tersebut menjadi beban pihak yang melakukannya."

Ketentuan standar syariah 24-5-1 memberikan makna bahwa
sindikasi pada dasarnya hanya dibolehkan antara sesama bank syariah,
namun pada standar syariah selanjutnya (24-5-2) membuka
kesempatan untuk bank syariah bersindikasi dengan bank
konvensional dengan syarat kerjasama dan pembiayaan sindikasi
dilakukan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Ketentuan
standar 24-5-2 ini mewajibkan bank konvensional yang bersindikasi
dengan bank syariah juga menggunakan prinsip dan ketentuan syariah.
Dalam ketentuan standar syariah 24-5-5, sindikasi bank syariah
dengan bank konvensional dapat dilakukan dengan sistem club deal
(berbagi porsi untuk pembiayaan proyek) yang mensyaratkan
pemisahan rekening dan lead manager.

Ketentuan dalam al-Ma ‘asyir asy-Syar'iyyah ini lebih jelas
dalam memberikan hukum terhadap pelaksanaan sindikasi antara bank

syariah dengan bank konvensional. Walaupun pada awalnya al-Ma



129

‘asyir asy-Syar'iyyah menjelaskan bahwa sindikasi boleh dilakukan
oleh sesama bank syariah, namun kemudian al-Ma'asyir asy-
Syar'iyyah memberikan kesemp atan kepada bank syariah untuk
bersindikasi dengan bank konvensional dengan bersyarat, yaitu :
1. Kerjasama dan pembiayaan sindikasi dilakukan sesuai dengan
prinsip dan ketentuan syariah
2. Atau rekening dan lead manager antara kedua tipe pembiayaan
tersebut dipisahkan
Atas persyaratan ini maka bank konvensional dapat bergabung
bersindikasi dengan bank syariah asalkan bank konvensional mau
menggunakan prinsip syariah atau dengan sistem club deal yang
memisahkan dokumen dan rekening sindikasi tersebut.
Ketentuan al-Ma ‘'asyir asy-Syar'iyyah dalam fatwa ini hanya
disebutkan 3 sub bagian, bagian lainnya yaitu subbagian 3 dan 4 juga
menguatkan ketentuan tersebut, yaitu :

Sub Bagian 3:

Y zanall (A paall Jogaill 3308 ¢ ¢S5 ) JaaV)

& gl aa) 328 (e Lo b aile Vg 4saSlal) daadlall il gall
Ll g 53 43 50k 5 ganall (8 el Jy saill gl
Il liaall A8 iy o) 1o saie dalaall 3 o) dag y5i g

& 55 alaliVl ¢ simse shne b ghall il Lallls 4!
Pasadal) day Hal) gala s lSaY L 2ty sal

Artinya : Pada asalnya sindikasi adalah bagi salah satu lembaga
keuangan islam. Dan tidak ada larangan syar’i dari ikutnya

“2 | bid.
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salah satu bank konvensional pada sindikasi dan
inisiatifnya, mekanismenya dan Kketentuan operasinya
sendiri atau bermusyarakah dengan transaksi keuangan
islamiyah selama adalah akad-akad syariah dan kegiatan
serta jenis sindikasi sempurna menggunakan aturan dan
prinsip syariat islam

Sub Bagian 4 :

Bl ey anall (A el y gaill Aallia g 281y palali oy ) g
(S5 Jumdt g o gl (88 Ll Lussagall g 538 A0 )11 Slipn
Bl ) 1 Lo Le L 1 8 ) 55 Bl @l (ha 3K jidia Al

Artinya :  Wajib menyempurnakan pembentukan, pelaksanaan dan
kelangsungan sindikasi di bawah pengawasan lembaga
pengawas syariah dari lembaga al-misyarah dalam
sindikasi, lebih baik jika dibentuk komite bersama dari
badan tersebut untuk mengambil keputusan yang
mengikat seluruh peserta

Keputusan Nadwah al-Barakah tentang bolehnya bisnis secara

sindikasi al-tamwil al-mashrifi al-mujamma’;

. Pendapat al-Nadwah al-Fighiyyah ke-4 (tahun 1995) dalam Seminar

yang diselenggarakan Kuwait Finance House tentang bolehnya bisnis
secara sindikasi (al-tamwil al-mashrifi al-mujamma *);

Fatwa-fatwa DSN MUI terkait

Fatwa —fatwa DSN MUI yang menjadi dasar pertimbangan kebolehan

sindikasi yang disebutkan dalam fatwa adalah :

“ bid.
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Fatwa DSN MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah

Fatwa DSN MUI nomor 05/DSN-MUI/1V/2000 tentang Jual Beli
Salam

Fatwa DSN MUI nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli
Istishna’

Fatwa DSN MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembayaran ljarah

Fatwa DSN MUI nomor 27/DSN-MUI/111/2002 tentang ljarah al
Muntahiyyah bi al Tamlik

Fatwa DSN MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan Musyarakah

Fatwa DSN MUI nomor 73/DSN-MUI/XI1/2008 tentang
Musyarakah Mutanagishah

Fatwa DSN MUI nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

Fatwa DSN MUI nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman
Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah

Fatwa DSN MUI nomor 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar uang
antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa DSN MUI nomor 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat

Investasi Mudharabah antar Bank (Sertifikat IMA)
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12. Fatwa DSN MUl nomor 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang
Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan
Prinsip Syariah

Fatwa-fatwa tersebut hanya menyangkut akad-akad yang
dibolehkan digunakan dalam sistem sindikasi, namun tidak secara
khusus menyebutkan kebolehan sindikasi bank syariah dengan bank
konvensional dan akad-akad tersebut tidak mungkin digunakan oleh
bank konvensional kecuali bank konvensional menundukkan diri

kepada hukum dan sistem bank syariah.

. Hasil pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS) di
Hotel Mercure Alam Sutera Tangerang Selatan, Banten tanggal 28-30
November 2013; vyang substansinya bahwa pihak Regulator
mendorong agar Lembaga Keuangan Syariah memperoleh
pengalaman dalam melakukan sindikasi, sementara dari beberapa segi
masih kurang memungkinan Lembaga Keuangan Konvensional dapat
dipaksa untuk menjalankan sindikasi sesuai syariah; oleh karena itu,
dengan tidak mengabaikan substansi Ma 'asyir Syari'i Nomor: 24 (5-
2), WGPS berkesimpulan bahwa kerjasama usaha sindikasi boleh
dilakukan antaraLembaga Keuangan Syariah dengan Bank
Konvensional dengan syarat dokumennya disusun sedemikian rupa
sehingga tidak terjadi percampuran secara administrasi antara yang

halal dengan yang ribawi; di antara caranya adalah dibuatnya
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dokumen induk, serta dokumen lanjutan yang berbeda antara transaksi
ribawi dan transaksi yang halal, dan rekening pembiayaan yang
berbeda pula;

Hasil dari seminar ini merupakan hasil pembahasan secara
khusus mengenai sindikasi antara bank syariah dengan bank
konvensional, di mana para ulama dan pelaksana perbankan syariah
yang pada akhirnya setelah melihat beberapa pertimbangan maka
membolehkan sindikasi antara bank syariah dengan bank

konvensional asalkan dengan dokumen dan rekening yang berbeda.

h. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional — Majelis
Ulama Indonesia pada hari Rabu,. tanggal 02 April 2014.
Menyimak pendapat para ulama, baik yang telah dituangkan dalam
ketentuan al-Ma ‘ayir asy-Syar'iyyah yang berskala internasional
maupun fatwa DSN MUI yang berlaku di Indonesia, dalam rembuk
ulama Nadwah al Baragah, Nadwah al Fighiyyah maupun seminar
ulama di Indonesia, pada umumnya membolehkan sindikasi antara
bank syariah dengan bank konvensional, namun untuk menghindari
transaksi ribawi maka kebolehan tersebut diiringi dengan syarat
tertentu
Pendapat-pendapat ulama yang disebutkan dalam pertimbangan fatwa
DSN MUI nomor 94/DSN-MUI/2014 ini sudah menjamah lingkup kerjasama

muamalah antara bank syariah dengan bank konvensional, mengingat
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pendapat para ulama didasarkan pada kemajuan dan kondisi zaman yang terus
berkembang.

Menurut pendapat para ulama di atas, sindikasi bank syariah dengan
bank konvensional dapat diterima, namun harus ada pemisahan dokumen, dan
rekening dan leader, sehingga keinginan bank syariah untuk menghindari riba
tetap dilaksanakan.

Terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa pada dasarnya kebolehan pembiayaan sindikasi pada awalnya hanya
pada sesama bank/lembaga keuangan syariah, karena akad yang digunakan
adalah akad-akad syariah, terhadap hukum sindikasi dengan akad musyarakah
antara bank syariah dengan bank konvensional, fatwa ini lebih cenderung
mengambil pendapat ulama Hanabilah dan Malikiyah yang membolehkan
bermusyarakah dengan non muslim asalkan dengan persyaratan muslimlah
yang mengawasi transaksi muamalahnya.

Atas kewajiban bank konvensional dalam menggunakan akad syariah
ketika bersindikasi dengan bank syariah untuk saat ini belum mungkin
dilakukan karena mereka pun punya aturan tersendiri dalam
pembiayaan/kredit di bawah pengaturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank
Indonesia

Kewajiban bank syariah sebagai leader/agent  yang berfungsi
mengatur transaksi muamalah sebagaimana yang dikehendaki dalam syariat
Islam juga belum disebutkan pengaturannya dalam fatwa, sehingga kewajiban

sebagai leader masih bersifat fleksibel
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Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa bank/lembaga keuangan
syariah perlu belajar dengan bank/lembaga keuangan konvensional dalam
sindikasi, maka dibolehkanlah pembiayaan sindikasi antara bank/lembaga
keuangan syariah dengan bank/lembaga keuangan konvensional namun
dengan persyaratan tertentu, yang tersebut pada diktum kelima poin 2, yaitu
dengan rekening terpisah dan satu dokumen induk bersama dokumen yang
terpisah, satu untuk bank/lembaga keuangan syariah dan satu untuk
bank/lembaga keuangan konvensional.

Rekening terpisah dimaksudkan agar antara rekening dana
bank/lembaga keuangan syariah tersendiri dan rekening dana bank/lembaga
keuangan konvensional dibuat tersendiri sehingga dana sindikasi yang ada
tidak tercampur.

Dokumen juga dibuat dua, satu untuk dokumen peserta sindikasi
bank/lembaga keuangan syariah dan satu untuk dokumen peserta sindikasi
dari bank/lembaga keuangan konvensional, untuk memisahkan manajemen
dana kedua jenis bank yang berbeda akad dan perjanjian serta perbedaan
antara pembagian bagi hasil dan bunga dari nasabah dan peserta sindikasi.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya
transaksi ribawi dengan bank konvensional seharusnya dihindari, apalagi
dengan adanya bank syariah, diharapkan transaksi yang pada awalnya
dilakukan melalui bank konvensional dapat sedikit demi sedikit dihindari
agar Umat Muslim bersih dari riba dan bermuamalah sesuai ajaran Rasulullah

saw, namun menurut pertimbangan para ulama dan cendekiawan muslim,
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sistem sindikasi yang digunakan bank syariah yang berkembang di zaman ini
sepertinya masih memerlukan kerjasama dengan bank konvensional karena
sindikasi bersifat lebih universal dan dapat melibatkan bank/lembaga
keuangan lainnya.

Perbedaan sistem dan aturan pada bank syariah dan bank konvensional
dapat diatasi dengan menggunakan sistem club deal, agar masing-masing
bank dapat menjalankan aturan dan tanggungjawab masing-masing walaupun
terhadap satu nasabah.

Dalam kitab Fatawa al Igtishadiyah juz 1 disebutkan :

b el il 8 LD il o sy gy ol i) (e e Y

A5 0 i) ol il ane dday i dpe il AlSaYL aillee 8 o jildl sl
H e il Ul el il Sadl b e i cilaal) 5 el
Artinya : Tidak dilarang bersyarikat bank ribawi dengan bank Islam pada
sindikasi yang lazim dilakukan dengan hukum-hukum syariat,
syaratnya tidak adanya bank ribawi secara sendiri dalam
pengelolaan transaksi atau dominasi mereka dalam keputusan yang

bersifat hukum

Dasar hukum kebolehan sindikasi yang disebutkan dalam fatwa secara
nash sudah cukup lengkap namun dari segi dasar hukum utama (al Qur’an
dan al Hadits), masih bersifat umum dan masih dapat diterjemahkan dengan
pemikiran yang lebih luas. Penguatan dasar hukum kebolehan sindikasi antara
bank syariah dengan bank konvensional hanya ditemukan dijelaskan secara

rinci menurut pendapat ulama kontemporer yang dituangkan dalam al-Ma

‘asyir asy-Syar'iyyah dan fatwa DSN MUI. Meskipun demikian, kita sebagai

* para pengarang, al Fatawa al Ightishadiyah, Juz 1, (tt : tp, t.th), h. 1335
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umat muslim harus menerima dan mentaati aturan dan fatwa tersebut, karena
fatwa tersebut adalah hasil ijma’/permusyawaratan para ulama dan

cendekiawan muslim yang telah kompeten di bidangnya.



